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Dokumen 1mlelllh d"ande,allgaru sees/a e/dlrlromk yang dllerbillran oIeh B3/aJSof/,fiksSI Eleklrolllk (BSlE), BSSN

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 ten tang

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerirua Tunjangan Tahun 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 50, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6911);

7. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tcntang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 [Lembaran Daerah Kalmpaten
Banyuasin Tahun 2023 Nomor 10);
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan:

1. Pemerintahan Daerah ad al all penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syaral tertentu,
diangkat sebagai Aparatur Sipil Ncgara sccara tctap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian unruk mcnduduki jabatan

pernerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupnti sertn pejabat

negara lainnya yang ditentukan oleh pcraturan peruudang­

undangan,

4. Anggola Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah yang

selanjutnya dislngkat Anggota DPRD urlnlah Anggota DPI~D

Provinsi, Anggota DPRD Knbupntcn dan Anggota L)PRD

Kota.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATl TENTANG TEKNIS PEMBERIAN

TUNJANGAN HARJ RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

Menetapkan

10. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tcntang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah

Tahun Anggaran 202'1 [Berita Daerah Kabupatcn

Banyuasin Tahun 2023 Nomor 7'1);
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BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYADAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal2

(1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

diberikan kepada:

a. PNS dan Calon PNS;

b. Bupati / Wakil Bupati;

c. Pimpinan dan Anggota DPRD;

d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;

e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pad a perangkat

daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum Daerah; dan

f. PPPK.

(2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:

a. sedang cuti diluar t~nggungan negara; atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi pernerintah baik eli

dalarn ncgeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar

oleh instansi tempat penugasan.

5. Calon Pegawai Ncgeri Sipil yang selanjutnya disebut

CPNS adalah Pegawai yang barn lulus tes seleksi

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan

Calon Pegawai Negeri Sipil belurn mengikuti kewajiban

untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri SipiJ

dengan gaji 100 %.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalarn rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
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Bag; 11 Kedua

Pernberian Tunjangan H tri Rnya
Pt1Sc'l1

(11Tunjangan Hari Raya bagi sebagaim Ul dimaksud dal un Pdsnl

2 ayat (11terdiri alas:

a. gaji pokok;

b. runjangan keluarga:

c. tunjangan pangan;

d. tunjangan jabatan atau tunjangan unuun: dan

e. tambahan penghasilan paling banyak s 'bcsar yang

diterima dalam 1 [satu] bulan bagi instansi p emerintnh

daerah _ang memberikan tambahan penghasilan d mg \11

memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundnug-undangnn.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari angguran
pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan

pengahasilan sebagaimana dimaksud pada a) at (11 huruf "

dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru

atau paling banyak scbesar tambahau penghasilan guru

Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 [satu] bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak
sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluargu,

dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketcntuau peratu ....m
perundang-undangan yang mengatur hak kcuangau dan

administratif Pimpina.n dan Anggota Dewan Perwakilan RHk~at

Daerah.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji kctiga belas bagi:

a. pimpinan Badan Layanan Umum/Badan l.avanan
Urnum Daerah; dan

b. pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pad a insransi peruerintah yang menerapknn

pola pengelolaan keuangan Badan Laynnan
Umum/Badan Layanan Umuru Darrah.
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(I) Tunjaugan IIAri Raya untuk Aparatur Ncgara, Pcnsiunan,

Pcnerima Pensiun Dan Peneriiua Tunjaugan dibayarkan

paling cepal 10 [scpuluh] hari kerja sebelum tanggal Hari

Rayn.

Pasal5

BAB III

PEMBAYARAN

Bagian Ketiga

Peinberian Gaji Ketiga Belas

PasaJ 4

Besaran Pernberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis

Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima

daJam 1 [satu] bulan bagi instansi peinerintah daerah yang

mernberikan tarnbahan penghasilan dengan mernperhatikan

kernarnpuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan

ketcntuan peraturan perundang-undangan.

d. tunjangan wnum; dan

c. tunjangan pangan;

b. lunjangan keluarga:

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

(5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan

sebelum bulan Hari Raya sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya

diterirna karena bcrubahnya penghasilan, kepada yang

bcrsangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan

Ilari Raya.

(6) Penghasilan sebagairuana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS

meliputi:

paling banyak scbcsar tunjangan Had Raya dan gaji ketiga

bclus yang dibcrikan kepada PNS pada Badan Layanan

Umum/Badan Lavanan Umurn Dacrah icrscbut yang pangkat,

jabatan, periugkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
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PaRal8

Pudn suat Pcruturun Hupal i ini 1I111111i bcrlaku, Pernturnn Bup.ui

Noinor 3) Tnhun 20~3 tcntnng Pcmberinn Tunjnngnn I lnri Rnya

dnn GlIji I(cliga Bclns kepndn Apuratur Ncgara, Pcusiuurm,

l'cnerium PClIHillll, clan P('III'rillla TIII\jallgnll Tahun 20~3 [Hr-ritn

l>'I(!J'(Ih KHhllPlllt'lI Ilnuvunain 'l'nhun :.W2:i Nouior :H), dicahut

<Ifill rlinvutnknn I irlnk 1)('1'1111(\1.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pcndanaan pcruberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga hclas

dapat bersumbcr dari :

a. anggaran pondapatan dan belanja Dacrah;

b. slim bel' pcmbiayaan lain yang sail dun tidak meugikat.

Pasal 7

BABIV

PENDANAAN

Proses Pernbayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

dilakukan scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 6

(:l) Dalaiu hnl Tunjangan l lari Rnyu scbagaimann dimakaud pacta
nynt (1) bcluru dnpnt dibayarkun, Tunjangan Hari Raya dapat

dihnyarknn sctclah tanggal l lari Raya.

(3) Bcsarnn tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana
dimnksud pada nyat (1) didasarkan pada besaran kornponen

pcnghusilan yang dibnynrkan pada bulan Maret Tahun 2024.

(4·) Gaji Kctiga Belns sebngaimana dimaksurl dalarn Pasal 2

dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.

(5) Dalam hal Gnji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada

ayar (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat

dibayarkan setclah bulan Juni Tahun 2024.

(6) Gaji Ketiga Bclas scbagaimana dimaksud pad a ayat (1)
besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 [satu) bulan pad a
bulan Mei Tahun 2024.

7

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner

{)olw(lIon 11II/lll/llII/tmrl"long<l1ll $(1(',]1;) Q/OAl'OIIl~ynng (lI((lIt,,'Aal1 n/o/, Llalill • 'l'II1d,kiJSI[IO~(IUIU~ (OSlf I:lSSN

BI!:RITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAIIUN 2024 NOMOR 2 TAIIUN
2024

ERWIN IB[~AHIM

Diundaugkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 27 Maret 202'1

IIANI SYOPIAR RUSTAM

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 27 Maret 2024

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangknn.

Agar setiap orang mcngctnhuinya, mcmcrintahkan pcnguudangan

Pcraturan Bupati ini dcngan pcncmpatannya dalaru Bcrita Daerah

Kabupa tell Banyuasin.

Pasal,)
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